
5„ Undang-undang Nomor 23Tahun 1992 tentang
batan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tabun
1992 Nomor IGO^TambabanLerobaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3495);V

6- Undang-undang Nomor 18. Tahun 1997 tentang Pajak
Daerab Dan Retribusi Daerah ( Lerobaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1997 Nomor 41,  Tambahan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BLORA
NOMOR 17 TAHUN 1998;

TENTANG•,,;•-

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BLORA

Menlmbang  : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Peme-
rintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksaaaan dari
Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tantan^ Pa^ak
Daerab dan Retribusi Daorab, roaka Peraturan .Daerab
Kabupaten Daerab Tlngkat II Blora tantan^ Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah perludisesuaiRan;

b. bahwa unt.uk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud buriif a diatas, maka perlu menyusun dan
roenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten baerab
Tingkat II Blora tentang Retribusi Pelayanan Pema^-
kaman Dan Pengabuan Mayat-

Mengingat  : 1, Undang ~ undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pem-;
bentukan Daerah-daerah Kabupaten palam LIngkungan
Proplnsi Jawa Tengah (Berita . Negara Republlk
Indonesia Tahun 1950);

2.Undang-undang Nomor 5 Tabun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Repufolik
Indonesia Tabun 1960 Nomor 104, Tarobaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Noroor 2043);

3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokpk^
pokok Pemerintahan Di Daerab (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 3037);

4^Undang-undang Noroor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);.

m

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BLORA



8.Peraturan Pemorintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyedlaan Dan Penggunaan Tanah Untyk K^perluan
Tempat  Pemakaman  (Lembaran  Negara   Republlk
^ndonesia Nomor 15 Tahun 1987  Tambahan Lenbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

9.Peraturan Pemerlntah Republik Indonesia Nomor 2O
Tahun 1997 t^ntang Retrlbusi Oaerah ( Lembaran
Negat^ Ropublik Indonesia Tahun 199/ Nomor 55,.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3692);

10.Peraturan Menterl Dalam Negeri No^or 2 Tahun 1994
tentang Polaksanaan Anggaran P&ndapatan d^n Bolanja
Oaerah;

11.Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996
tentang Perubahan Peratur&n M^ntor 1 Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan ^nggaran
Pendapatan dan B^lan^a Daerah;

12.Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 2o Tahun 1986
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemarlntah
Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyedlaan Dan Ponggu-
naan Tanah Untuk Koperluan Tempat PemaKaman;'

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Dentuk Peraturan Oaerah Dan  Peraturan
Oaerah Perubaiian;

14.Keputusan Menteri Qala^ Negeri Nomor 1/1 Tahun 1997
tentang  Prosedur Pengesahan  Peraturan  Oaerah
tentang Pajak Dan Retrlbusl. Daerah;

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemungutan Retribus.I Daerah;

16.Keputusan Menteri Dal ant Negeri Nomor 1.75 Tahun 1997
tentang  fata Cara Pemeriksaan OX Sidang 'Retribusi
Oaerah;

17.Keputusan Mentor i Da lam Negeri Nomor 4-5 Tahun 1998
tentang Tata Naskah Dinas 01 Lingkungau Pem€rintah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

18.Keputusan Menteri Da lam Negeri Nomor 1.19 Tahun 1998
tentang Ruaog Lingkup dan Jords-i^nls Retribust
Daerah Tingkat 1 dan Daerah T.ingkat II,.

19.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat if Blora
Nomor 6 Tahun ;1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri.
f^pll  Oi Lingkungan Pemorintah Kabupaton. Oaerah
Tingkat II Plora ( Lembaran Oaerah Kabupaten Oaerah
Iingkat fl Blora Tahun 19BB Nomor 5 3eri D Nomor
4 ),.

Dengan pers^tujuan Oewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatsn Oaerah
Tfngkat II Blora

M P M U T U ^ K A N



Obyek Retribusi adalah e.etiap> pelayanan pemakaman dan pengabuan
mayat.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang prlbadi atau badan yang menctapatkan
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH< KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BLORA
TENTANQ RE TRI BUS I PEL A YANAN PEMAKAHAN DAN PENQABUAN
HAYAT.

BAB I

KETI.HTUAN UHUH

Pasal I

Oal&m Peraturan Daerah ini yar^s dlmaksud dengan i.
a^Daerah adalah Kabupaten Oaerah Tingkat II Blora;
b.Pemerintah Oaerah aclalah Pemerlntah Kabupaten Oaerah Tlnghat II

81ora;
c Kepala Oaerah adalah Rupati Kepala Oaerah Tingkat II Blora;
d,, Retrlbusl Pelayanan Pemakama'n Dan Pengabuan iiayat yang seian.sut-

nya disebut retrIbusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas ^asa pelayanan pemakanian dan pengabuan ayat yang dlsedla-
kan oleh Pemerlntah Oaerah^

e.Wajrih RetrlbusI adalah orang prlbadi atau badan yang roenurut
peraturan perundang-undangan retrlbusl dlwajibkan unt.uk melakukan
pembayaran retribusl, termasuk peroungut atau pemotong retribusi
tertantu;

f.Surat Pemberstahuan Retribusl Oaerah yang selanjutnya disingkat
SPTRO adalah  surat yang digurtakan oleh wa^ib ret* ibusj  untuk
Bielaporkan perhitungan dan pembayaran retribusl  yang terutang
menurut Peraturan Oaerah;

g.Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang seianjutnya di^ingk.xt 3KR0
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya juwilah retribusi
terutang;

h. Masa Retribusl adalah ©uatu :}angka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bag! wa^lb retribusl untuk aeianfaatkan jasa  dar i
Pemerlntah Oaerah;

I. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Kurang Bayar yang seianjutnya
disingkat SKROKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
retribusl daerah yang terutang;

j. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Kurang Bayar  Tambahan yang
seianjutnya  dlsingkaf 3KRPKBT adalah surat keputusan  yang
mertentukan tambalian atas  jumlah retribusi daerah yang telah
dltetapkan;

k Surat Taglhan Retribusi Oaerah yang seianjutnya dlsingkat STRO
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
admini^traei berupa bunga dan atau denda*

B . A B  XI

NAHA. OBYEK DON SUBYEK RETRIBUSt

Pasal  2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman o&n Pengabuan
Hayat -



BAB III

00L0N6AN RETRlBUSi

PasaI 5

Retribusi ini tarmasuk Ooiongan Retribusi Jasa Umuro,,

B-a B  IV

CARA HENGUKUR TINOKAI PENQQUNAAH JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan  jasa retribusi diukur  berda&arkan kl&sifikasi
luas, waktu dan juralah

B A B  V

PRINSIP PENTTAPAN, STRUKTUR DAN BE3ARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal  7

Prinsip pen^tapan tarip retribusi adalah untuk biaya : adroinistrasi,
pembakaran dan p^mbinaan^

Pasal  3

(1)Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai b#ri
kut;
a.T^mpat P^waRaman;1

i,. Ukuran 2 m K l m Rp 2O..OOO,--

2. Ukuran luas ^/75 m2 Rp. 40.000,~
3,. Ukuran lebih dari 3/?5 n2 ^etiap m2 Rp.  75.OOO,-

dan tidak boIeh leblh dari 6 m2.
b.Mendirikan bangurtan diatas tanah kubur;

1.Untuk ukuran 2 m X i m Rp. 40.000.-
2.Untuk ukuran luas 3/75 m2 Rp. 75.000^-
3.Untuk ukuran lebth dari luas 3,75 m2 ^an tldak botch lebih

dari  6 m2 Rp. Ou.oOO-,"

c.Penguburan kemball/pembongkaran ienasah sebesar ^ot dari
tarip t€*rsebut huruf a pasal ini;

d.Pesan tempat kubur ^elama 6 tahun menunggu p^nguburan dikena-
kan retribusi seb^sar 5 kali tarip tersebut hurut a pasal
ini;

®., Pengabuan mayat Rp tSO.ooo.-

(2)Hak Pemakaian ata© tanah makam/kuburan berlaku untuk jangka
waktu 25 Tahun.

(3)Hak pemakaian atas tanah makam/kuburan  sobagaimana larsebut
ayat  (2) pasal inis dapat dlperpan^ang etengan masa yang sama,
setelah yang berRepentIngan membayar retribusi  sebagaimana
tersebut ayat (1) pasal  ini,,

(4)Penguburanjenasah yang dilakukan oleh Pemerintah Oaerah <tan
atau bag!keluarga yang tidak mampu dengan menurriukan surat
keterangandari  Kepala Kelurahan/Desa tidak dikeuakan retri
busi .,



(3)Kepaia Oaerah atas p^rwobonan secara tertulis dalam
Indonesia dari  Wajib R^tribu^i, dapat memberikan per^etujuan
k©pada Wajib R^tribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran
retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua p^r sen) setiap
bulan.

(4)Tata cara pembayaran, tempat: pembayaran,  penundaan pembayaran
retribusl. diatur dengan Keputusan Kepaia Oaerah.

a aB  vni

TATA CARA PENAQIMAN

(1)Kepala Oa^rab roenetapkan tanggal jatub tempo ^>erf>ayaran dan
penyetoran retribusl  terutang p^aling lama 30 (tiga putub^ bari
setelah saat terutang^

(2)SKRD.  SKROKB. 3KR0KBT. STRO, Surat Keputusan P^mbetulan, - Surat
Keputusan Kebenaran dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
retribusi yang barus dibayar bertambah. harus dilunasi  da lam
jangka waktu paling laffta I Csatu) bulan sejak tanggal dit^rbit-
kannya.

f{ A B  VI

TATA CARA PLMUNTIUTAN OAR WILAYAH PEMUNGUTAN

Pa&a1  9

il) Retribusi cfipungut '.k^i^un menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(2)Petaungutan retribusl pada prinslpnya tidak dapafc dialihkan
kepacla pi bak ketiga/diborongkan.

(3)Retribusi  terutang da I am roasa retribu^i,  terjad,;  pa^a saat
m^ndapatkan pelayanan pemakaman dan p^ngabuan mayat yan^ dise-
diakan Pemarintab Oaerah.

(4)Hasil pungutan retribu^i sebagaimana dimaksud Pasal 0 Peraturan
Oaerab ini diator He Has Oaerab secara brutto,.

Pasal.  1^

(1)Set lap Wajib Retribusi wajib mengi^i 3PTRO,.

(2)SPTRO sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal  Ini,, ^llisl  dengan
jelas,  benar  dan  lengkap scuta dltandatangani  oleh  Wajib
Retribusi atau kuasanya

(3)Bantuks isl dan tata cara p^nglslan SPTRO dltetapkan oleh Kopala
Oaerah.

Pasal  11

Retribusi dipungut cfi Wilayah Oaerah,,

U A B  VII

TATA C^^RA pe

12



ii) Pelak^anaan  teknis ata^ berlakunya Peraturan  oaer^h  ini
ditetapkan oteh Kepala Oa^rah.

Pasal  16

Da lam hal Wajlb Retribusi tida^i membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar^ dikenakan sanksi administrasi borupa bunga sebesar
2 % C.dua p^rs€n) setiap bulan dari be^&r nya retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagib dengan menggunakan STR

BAB XII

PELAK3ANAAN DAN

B A B   XI

Paeal 13

(1 > Retribusi ter^tang b^rdasarkan SKRD, 3KR0KB, 3KR0KBT ,. STRO,
Surat K@put.usan Pemb^tulan, Surat Keputusan Xebenaran dan Putu-
san Banding yang tidak atau kuran^ dihayar o.1®h Wajlb Rotribusi
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) P^nagihan r©tribus.f. den^an ^urat Pak-sa diiaksanakan ber-^asarkan
peraturan perundang-undangan yang l>erlaku^

DAB X

KAOALUWARSA

Pasal  X4

(1)Penagiban rtribusi, kadaluwarsa seta.I ah mel^mpaui jangk.s. waktu
3 (tiga) tahun terh.iturtg s^.̂ ak saat t^rutan^ny^ rerribusi,
kecuali apabiia ^aitb Retrifousi meiakukan tindak pidana 'di
b i <ia ng r e t r i b us i .

(2)Kadaluwarsa penagiban retribusl scjbayaiwana diroak^ui ayat  (i)
pasal in!, tertanggub apabila :
a™ Oiterbitkan Surat T^guran 4an Surat Paksa atau,
fo* Ada pengakuan utang retribusi dari Waiib Retribus,!, baik lang

sung ^^aupun tidak langsung.

B A 3   X'

TATA CARA PtHGHAPbSAN PIUTARQ RETRIBUSI
YANG KA0AL.UWAR3A

Pasal  15

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagib lag! kar^na bak
untuk melakukan penagiban sudah kadaluwarsa dapat dihapu^.

(%) Kepala Oaerab menetapkan Keputusan Pengbapusan Piutang Retribusi
Oaerah yang sudab kadaluwarsa sebagai di^aksud ayat  (1) pasal



©, M^lakukan  penggeledahan untuk mendapatkan barang.
pe^bukuan,  pencatatan, dan dokumen-dokumen Jain,
melakukan penyltaan terhadap barang bukti tersobut;

i, Hominta bantuan tenaga ahli da lam rargka pelaksanaan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g.. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaikan ruangan
atau tempat p^d&> saat pemeriksaan sedang ber ianfjsung dan
memerlksa identitas orang dan atau dokumen .yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf ®;

h. Memotret se^eorang berkaitan d^ngan tindak pidana di  bidang
retribusi daerah;

I. Hemanggil  orang unt.uk dldengar k^terangannya d^ut diperlksa
sebagai ter^angka atau saksf;

:j, Henghen11 kan peny Id j kan;
k Helakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancat an tnvnyidi -

i">'i + •? n^tttU niHana i^fs hi ^irin.'t rtrihii"1 ci^-• r11h mentirut hukun.

bukti
serta

tuga^

P IV N V I D I K A N

Pasal  19

Pejabat Pegawai Hegeri Sipil tertentu di lingkwngan P^m^rintah
Oaerah diberi w^wenang khuans ^ebagai Penyiclik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di- bidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud da lam Linda ng undang Homor d Tahnn 1^81 t^ntang HuKum
Acara Pidana,

Wewenang Penyidik sebagalmana dtmaksud ayat  (I) pasal  ini,
adalah:
a, Henerima, mencari, mengujrtpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan .3 el a^;

b Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan meng^nai
orartg pribadi atau badan tentang k^benaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana r^trlbuei .daerah-
tersebut;

c,Hemlnta keterangan dan barang bukti darl orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang rctrlbusi.
daerah^

d.Homeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokta^n dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribu^i daerah;

XIVB A B

(2)

(I)

ini^
atau

KET^NTUAM PIDANA

Pasal  la

Planggaran terbadap ketontuan ketentuan dalam Peraturan Oaerah
dapat diancam dengan pldana kurungan paling lama 6 fenam) bulan
denda paling banyak 4 (empat) kali lumlah retribusi terutang^

XIIIB A B

Surat K^putusan K@pa.la
Pendapatan dan B^lanja

dan p^mba^iannya, 41 a tut* da lam
dan dituangkan da lam Anggaran

besar
Oaerah
Oaerah

ayat
yang

©h
clan

Pelaksana dan P©ngawas sebagalmana dimaksud
(2) paeal ini, diberikan biaya opera^ional

-Kepada Aparat
(I) dan ayat

(3)

cfilakukan
Ketertiban

(2) Pengawasan atas pelak&artaan Peraturan Daerah ini
Inspektorat Wilayah Kabupaten Biota, Bagian
Bagian Nukum Sekretartat Wl.layah/Oaerah.



Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerak
-1— ri"">k^

No.

•••!

BA

DISAHKAN
Deaftn Keputusan Moatorl

publ^c  IndoneaU

Tgl. : ..M^..r
Di^to?at Jonderal

Oitetapkan dl Blora
pada tanggal 29 Oktober 1998

II

(2)Dengan berlakunya Peraturan Oa^rah Ini, maka Peraruran Oaerah
Kabupaten Daerah Tlngkat II Blora Nomar 7 Tahun 19S8 tentang
Hakam/Kuburan 01 Kabupaten Oaerah Tlngkat II Blora  ( t^robaran
Oaerah Kabupaten Oaerah Tingkafc II Tahun 1->8S Nomor s ^er S U
Nomor 4 ) dinyataKan tidak berlaku lagl,

(3)Peraturan Oaerah Ini mulai oerlaku pada tanggal diundangkan,.

Agar supaya settap orang dapat ro^ng^tahuinya,, ruemer mtahkan
p^ngundangan Peraturan Oaerah tnl dengan ponompatannya dalam

tembaran Oa©rah

H ETEHiUAN PENUTUP

Pasal  20

(1) Hal-ha 1 yang beium diatur cia^am Peraturan Daerah In3.*  separvjang
mengenai p^laksanaannya akan dlatur lebih lanjut oleh Kapala

XVBAB

/ Penyidik sebagaimana dimak&ud ayat (i) pa^al ini5 m^mb^r itahukan
dlmulalnya ponyldikan dan m^nyampalkan hasll penyidlkannya
kepada Penuntut Umum, ^asual dengan ketantuan yang cflatur Da lam
Undartg-undang Nomor a Tahun 1981 tentang Hukuw Acara Piciama.



; cukup jeias^Pa^al 2

Berdasarkan Peraturan P^^erintah Nomor 2o
tentang Retribusi Daerah yang roerupakan peraturan
dari  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997,  Retribuc
PemaKaman Dan Pangafouan Mayat ditetapkan menjadi
jenis retribusi daerah. Maka dalam rangka moniawin
dan peiayanan kepadn masyarakat yang roeudapatka
pemakaman dan pengabuan mayat yang di^edlakan olel<
Daerah, maka diperlukan pengaturan retribu^inya yang
da lam Peraturan Da© rah..

II. PENJELA3AN PA3AL DEMI PA3AI...

Pasal 1 hWKif a s/cf ; Cukup jela^.• ,
huruf g

Pasal 1 huruf h    ; - Retribusi  yang pembayarannya  dengan
menggunakan 8KRD masa retribuslnya 1
(satu) foulan.

- Retribusi  yang pembayarannya  dengan
menggunakan dokumen lain yang dipeusama
Ran  dengan 3KRD  masa  retribusinya
harian,

Pasal 1 huruf i s/d •;. Cukup jeias.,
huruf k

Tahun  1997
peiaksanaan

i  Pelayanan
salah satu

ketertlban
n >:c-i ay anan

PewerIntah
dituarvgkan

lengan telsh ditetHpkannya Ur^lang^ un
;>ntang Pajak Daerah Dan RetriPusi  Daerah,
yang mengatur tentang Pajak ^^an Retribusi
perlu disesuaikan dengan Dndang-uixiang

Sehubungan
Nomor .IS Tahun 1997 t
maka seluruh ketentuan
d.t Daerah Tingkat IT
dimaksud.

Pokok-pokok Pemerintahan Pi Da®rah,
Oa©rah merupakan siwtber p^ndapatan
ra©laksanakan otonomi nya, yaitu apu
tangganya sendirl.
3um^er pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu 'meniadi
sumber  pembiayaan bag!  penyeienggaraan  pem^r intahan  clan
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma
syarakat^  01©h karena ituw diperlukan ket^ntuan/landasan hukum
yang dapat memberikan- pedoman dar^ arahan bagi Daerah flngkat II
khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Biota daIam hal
pemungutan retribusi.

rumah

dan  R© t rifc> us. i
•laerah dapat

mengatur

Pajak Daerah
daerah. agar
mangur us dan

PkrkJELASAN

PER AT ^AN OAERAH k ADUPATCN OAERAH TINQKAT 11 U\ JkA
N<>MOR 1/ fAHUN 1990

f NTAND

RETRIBUSI PEL.AYANAN PI HAKAHAN OAN PENDABUAN MAYAT

PENJELA3AN UHUM..

3©$uai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang



Bagi waiib retribusi yang m^nerima
pelayanan secara langsung- dan tidak
period!k, tidak dlwajibkan untuk mengisi
3PTRD dan pembayaran retribusi dapat

Kewajlban untuk mengisi 8PTRD -berlaku
foagi wajib retribusi yang menggunakan
jasa pelayanan p^roerintah Da®rah seeara
terus menerus, periodik dan berlangga

mi sal : bulanan, tahunan.

;. t;ukup.

- Obyek Retribusl Pelayanan Pemakaman Dan
Pengabuan Hayat adalah :
1.Tsmpat PewakawiafK
2.Mendirikan Bangunan di ata^ tanah

kufour;
5^ Peng&buan roayat.

: Yang dimaksud dengan Badan adnlah suatu
b^ntuk badan usaha yang meliputi Perseroan
feri>atas Perse roan Komandlter, Perseroan
lainr*ya0 Badan Usaha Htl.ik Negara atau
paerah dengan nama dan dalam bentwk apa
pun,, persekutuan, perkuntpuian^ firma^
kong^.l koperasi, yayasan atau or^ani^asl
yang sejenis, lew^aga^ dana pensi^n,
bentuk usaha tetap s-erta bentuk badan
usaha lainnya.

yn<3 dfmaksud dengan Jasa iM\m adalah
k^g i a tan Pemerintah Baerah b^ru^a usaha
d^n pelayanan yang menyebabkan barang,
fasllitas, atau kemanfaatan lainnya untuk
tu.^uan d^n kemanfaatan umum -serta dapat
diniknati oleh orang pribadj. atau badan.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan dokumen lain y^nQ
dipersamakan antara lain berupa karcis
nasuk, kupon, kartu langganan,..

: Yang dimaksud dengan tldak dapat dlborong-
Ran adalah bahwa seluruh proses kagiatan
pemungutan retribu^i tidak dapat diserah-
kan kepada plhak ketiga, VNamun dalam
pengertian ini bukan berarti. bahwa.
Pemerintah Oaerah tidak dapat bakeria sama
dengan pihak ketiga. Dengan sangat selek-
tif dalam proses pemungutan retribusi,
Pemerintah Daerah dapat bekerja sama
dengan badan-badan tertentu yang karena
profesionalismenya layak dipercaya untuk
ikut melaksanakan sebagian tugas pemungu
tan jenis retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak
dapat dikeriasamakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya
retribusi terutang, pengawasan penyetoran
retribusi. clan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (3)
s/d ayat (4)

Pasal. 10 ayat (I)

Pasal 6 &/d Pasal 8

•Pasal ^ ayat (i)

Paal 9 ayat (2)

Paea1 5

Pasal 4

Pasa1 3
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Yang dlmaksud dengan menyaropaikan hasil
penyidtkannya kepada P^nuntut U^^um
adaiah roenyerahkan hasil penyidikan
kepada Panuntut Umuro melalui Partyidlk
Polrl-

Cukup leias..

-j. Yang dimaksud ^^n^^n pen^akuan utang
rettibusi secara langsung adalah waiib
retribusi dengan kesadarannya m^nyatakan
masih meropunyal utang retrlbu^i dan
be.turn roelunasinya kepada P^merlntab

; Da^rah^

Yang dimaksud dengan pengakuan utang
secara tldak langsung adalah wa;]ib
retribusi tldak secara •: nyala-nyata
langsunc? menyatakan bahwa ia mengakui

in^fopunyai utang refer ibusi -. ke
Pmit&r in tab Deterah.,

J^V: Cukup 3 el as..

Pasa1 2O

Pasal 15 s/d Pasal
ayat (2)

Pasal 19 ayat (3)

rial am hal ditarbitkan Surat Teguran,
kadaluwarsa  p^na^lhan  dlhitung
tan^^al p^nyampaian Surat leguran torse-
^ut.

: cukup tolas

cukup. jelas..

huruf h

Pasai 10 ayat (2)
s/d ayat (3)

Pasal 11 s/d
Pasta 1 14 ayat. (1)

Pasal 14 ayat (2)
huruf a


